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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisa mengenai penerapan alternatif
penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan
kepastian hukum dalam putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap konsumen hukum maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai beriikut:
1. Alternatif penyelesaiaan sengketadilakukan dengan cara/metode mediasi,
arbitrase dan konsiliasi. Ketiga cara ini pada prinsipnya ditawarkan oleh
badan penyelesaian sengketa konsumen kepada para pihak yang ingin
menyelesaikan sengketa konsumen. Pada penyelesaiaan sengketa melalui
mediasi dan konsiliasi, para pihak diberikan keleluasaan melakukan
musyawarah mufakat didampingi oleh mediator atau konsiliator yang
disediakan oleh badan penyelesaiaan sengketa konsumen dan dipilih oleh
para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen melalui
cara konsiliasi atau mediasi berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dari para pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan
mediasi atau konsiliasi dirumuskan dalam perjanjian tertulis dan
diserahkan kepada badan penyelesaiaan sengketa konsumen, kemudian
berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut, badan penyelesaian sengketa
konsumen mengesahkan perjanjian kesepakatan para pihak dalam bentuk
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keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keputusan badan
penyelesaian sengketa konsumen bersifat final dan mengikat.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase, para pihak
menentukan arbiter yang berasal dari unsur pengusaha, konsumen, dan
pemerintah yang akan menjadi majelis arbiter dan memeriksa sengketa
konsumen. Majelis arbiter memeriksa sengketa konsumen  dan hasil
penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk putusan majelis
arbiter. Putusan arbiter dapat didaftarkan ke pengadilan untuk
dilaksanakan putusan arbiter. Selain itu, para pihak dapat mengajukan
keberatan terhadap putusan majelis arbiter.
2. Putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen belum dapat mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen.
Hal ini disebabkan oleh:
a. Adanya pertentangan peraturan mengenai sifat putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen yaitu Pasal 54 ayat (3) dan Pasal
56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
b. Upaya paksa pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen yang lemah dan tidak diaturnya pelaksanaan putusan
badan penyelesaian sengketa konsumen, khususnya putusan
penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi dan konsiliasi.
c. Kebebasan memilih tanpa adanya batasan bagi para pihak dalam
menentukan cara/metode penyelesaian sengketa konsumen yang
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ditawarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini
menyebabkan para pihak mempunyai celah untuk memilih 2 atau 3
cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen terhadap 1 sengketa walaupun sudah ada
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak ada
batasan kapan kebebasan itu berakhir. Hal ini menyebabkan tidak
ada kepastian hukum dalam putusan tersebut.
B.   Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam mewujudkan kepastian hukum
putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) bagi konsumen maka penulis menyarankan:
1. Perlu adanya kesesuaian dan keselarasan peraturan perundang-undangan
mengenai sifat putusan alternatif penyelesaiaan sengketa yang
dikeluarkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen melalui revisi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
khususnya pasal 54 ayat (3) dan pasal 56 ayat (2).
2. Perlu adanya upaya paksa bagi para pihak yang bersengketa untuk
menaati keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara
memperluas wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen dalam
hal melakukan upaya paksa pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa
konsumen melalui mediasi dan konsiliasi dan/atau keputusan mediasi dan
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konsiliasi didaftarkan pada pengadilan agar dapat dilakukan upaya paksa
pelaksanaan putusan.
3. Pembatasan mengenai kebebasan memilih metode/cara penyelesaian
sengketa konsumen yang ditawarkan oleh badan penyelesaian sengketa
konsumen bagi para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak tidak
dapat menggunakan 2 atau 3 cara penyelesaian sengketa alternatif untuk
menyelesaiakan sengketa tersebut.
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